Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 0078/Pdt.G/2017/PA.Mkd.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang,

tempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";
MELAWAN
XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka

persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09

Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid,

Nomor : 0078/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tangal 09 Januari 2017, telah mengajukan

gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan —alasan sebagai

berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan
pada tanggal 16 Juni 2012 di hadapan Petugas Pencatat Nikah KUA
kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku
Akta Nikah No0.223/21/V1/2012 yang dibuatoleh KUA Kecamatan XXXXX
tertanggal 18 Juni 2012;
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2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
Orang Tua Penggugat di Dusun Klangon Rt. 02 / Rw. 007, Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, kemudian pada bulan Juni
2016Tergugat pulang dan tinggal di Tanjungan Rt. 0 / Rw. 0, XXXXX,
Kabupaten Gresik dan Penggugat tetap tinggal di Dusun Klangon Rt. 02 / Rw.
007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sampai dengan
sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah
ranjang dan tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daDukhul) dan sudah
dikaruniai seorang anak yang bernama Briyan Arthur Ramadhan, umur 3,5
tahun ikut Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi percekcokan yang disebabkan Tergugat tidak memberi
nahkah kepada Penggugat dan tidak mau bekerja justru meninggalkan hutang;

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juni 2016 kembali terjadi percekcokan
antara Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena Tergugat selain
tetap tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat tidak pernah mau bekerja dan
ketika Penggugat mengingatkan dan meminta nafkah kepada Tergugat justru
Tergugat marah-marah, kemudian atas kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa
pamit pulang ke Gresik, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugattelah berusaha menunggu untuk menyelesaikan persoalan
ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari
Tergugat tidak pernah mau merespon secara baik sehingga menyebabkan
tidak jelasnya nasib dari Penggugat;

7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan
dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain
Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid,
Kabupaten Magelang;
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8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera
baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan
pemerintah Cg. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena
perceraian, hal ini disebab telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat
terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b)
peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam;

PRIMER :

1. MengabulkanGugatanPenggugatuntukseluruhnya;

2. Menjatuhkantalakl Ba'in Sughro dariTergugat (KhamdanBin Abdul Kholiq)
kepadaPenggugat (SusantiBintiSudadi);

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankanbiaya yang timbulsesuaidenganketentuan hukum;

SUBSIDER :

- Mohonputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan
Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0078/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal
23 Februari 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan akan
tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
dibacakanlah surat gugatan Penggugat 0078/Pdt.G/2017/PA.Mkd tertanggal 09
Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308076405940002 tanggal 28
Januari 2013 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta
telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX
Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 223/21/VI/2012 Tanggal 18 Juni
2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai
cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Edi Samrodin bin Suradi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

rumah orang tua Penggugat dan selama dalam perkawinan Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) anak yang
sekarang ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat dalam keadaan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun tidak
harmonis karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan

pulang ke rumah orang tuanya;
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- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah
karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat beberapa kali
Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung
mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina
rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saminten bin Sumi Rejo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ibu
kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan KHAMDAN pada tahun
2012 ;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang berasal dari Kabupaten Gresik;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) anak yang sekarang dalam
asuhan Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun tidak
harmonis karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis adalah
karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;
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- Bahwa, sebelum pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat beberapa kali Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung
mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa, setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah rukun kembali;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina
rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat
membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan
keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugattelah menyampaikan kesimpulannya secara
lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat
dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita
acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk
segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan
dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak
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mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah
membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena
itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa
kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan
putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi
sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan
pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah
tangga yang disebabkan karena Tergugat pemalas dan tidak memiliki pekerjaan
tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian
pada bulan Juni 2016 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi puncak
pertengkaran dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di
depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2
(dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan
telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara
ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang
berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima
sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana
tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut
telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut

telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat
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diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera
dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid,
sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai
hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut
ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya
mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Edi Samrodin
bin Suradi yang dihubungkan dengan keterangan saksi bernama dan Saminten
bin Sumi Rejo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, kemudian
sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orangtuanya, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan
Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang
dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut

deiatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah
yang menikah pada tanggal 16 Juni 2012 dan sampai sekarang belum pernah
bercerai;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai
Seorang anak bernama Briyan Arthur Ramadhan, umur 3 tahun;

- Bahwa, pada saat berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama sekitar lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat pulang ke
rumah orang tuanya ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak
terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah
pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahnya antara Penggugat dengan

Tergugat selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada

komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu

sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit
didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar

Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun

1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan

banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah

merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
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B4

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fighus Sunnah Juz II

halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :
s zo 1,1 o) casal 15] Gareill ol o wllas azg 3l O

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila
terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan
suaminya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan
Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi
maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba’daddukhul,
maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud
Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid
untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
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serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang
timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan

yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (KHAMDAN bin ABDUL
CHOLIQ) terhadap Penggugat (XXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gresik; untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 29 Rajab 1438 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 26 April 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H.
dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
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dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.
Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H. NUR HAMID, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran " Rp 30.000,-
2. Biaya APP : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 482.000,-

4. Biaya Hak Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000.-
Jumlah " Rp 573.000,-

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin.
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